PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2012 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,

Menimbang . a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di
Kabupaten Lebong dengan memanfaatkan ruang
wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi,
selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata
ruang wilayah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan
pembangunan antar sektor, daerah, dan
masyarakat maka rencana tata ruang wilayah
merupakan arahan lokasi investasi pembangunan
yvang dilaksanakan pemerintah, masyarakat,
dan/atau dunia usaha;

¢, bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,

maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, dan ¢ perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Le ahun
2012-2032. ; ’ pong T
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Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 18 ayat [6);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 2828);

4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia [Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1983,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3260);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayat dan
Ekosisternnya  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolonn Kawasan Lindung {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3037);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang
Benda Cagar Budaya [Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1992 Nomor27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Nepara Republik Indonesia
tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

9. Undang-Undang Nomeor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuka, Seluma dan
Kaur di Provinsi Benpkulu  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesin tahun 2008 Namor .’éf:!-,
Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia
Nomaor 42606);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang
Panas Iumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4327,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Dava Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44 11];

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan  Pemerintah  Penggant
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor B6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4412);

Undang-Undang Momor 25 Tahun 2004 rentang
Sisten  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Momor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 444);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2005 wntang Pengembangan  Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
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1 Uneding Undong Bomeor 24 Tahun 2007 Tentang
Perrinppalonn o Benconn [Lembaran Nepgara
Republile  Indonesin nhan 2007 Nomor 66,
Tombabnn Lembarnn Nepara Republik Indonesia
Nomor 477243);

20, Undonp-Undong Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Pennton Ruang  (Lembaran Negaran  Republik
Indonesin tnhun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lemboran Nepoarn Kepublik Indonesia Nomor 47235);

21, Undonp-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang
FEnerpgi  (Lembaran  Nepara  Republik  Indonesia
Lahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Meparn Republik Indonesia Nomor 4746);

22, Undanp-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Penpgeloloan Saompah (Lembaran Negara Republik
Indonesin  fahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

23, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perlambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negarn Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomaor 4959);

24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik [Indonesia Nomor 4966);

25. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2025);

26. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan  Kesehatan hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 5015);

27. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S025);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 teniang
Ketenagalistrikan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5052},

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Megara Republik Indonesia tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun
2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 154,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 507 3);

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Megara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Fembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2012 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5280);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968
tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854):
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Peraturnn Pemerintah  Nomor 68 Tahun 1998
tentang,  Kawasan  Suaka Alam dan Kawasal
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik
Indonesin  tahun 1998 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indenesia Nomor 3776);

Pernturan  Pemerintah  Nomer 10 Tahun 2000
tentang Ketelitinn Pela untuk RTRW (Lembaran
Megarn Republik Indonesia tahun QDGF} Nomeor 20,
Tambalhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomuor 3034];

Peraturan  Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004
tentang Perencanaan Kehutanan {Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 14\‘:"11
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Mepara Republik Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4539);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006
tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2006 Nomer 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan {Lembaran MNegara Republik
Indonesia tahun 2006 WNomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655];

Peraturan Pemerintah MNomer 6 Tahun 2007
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan  Hutan serta Pemanfaatan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4696);
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Peraturan  Pemerintah Nomor 38 ‘Tonhun 2007
tentang  Pembagion Urusan  Pemerintah antara
Pemerintanh, Pemerintah Doerah Provinsi  dan
Pemerintahy Daernh  Kobupaten/Kota  (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembarnn Negarn Republik Indonesia
Nomor 4737},

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000
tentang  Kepelabuhanan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 151,

Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5070);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tabhun 2010
tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan
Fungsi Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia  tahun 2010 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5097);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar [Lembaran Nepara Republik Indonesia

tahun 2010, Momor 16, Tambahan Lembaran
Negara Eepublik Indonesia Nomor 5098);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tabun 2010
tentang  Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 5111 );

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010
tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Nepara
Republik  Indonesia tahun 2010 Nomer 28,

Tambahan Lembaran Mepara Republik Indonesia
Nomor 5110);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 29,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5111);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010
tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  tahun 2010
kepmendagNomor 30, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 51172);
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Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011
tentang Suaka alam dan Kawasan Pelestanan Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Namor 56, Tmmbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5217):

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;

Keputusan Presiden Nemor 34 Tahun 2003
Tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan;

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012, tentang
RETRW Pulau Sumatera;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangarn
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Daeral;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun
2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang

Daerah;

Keputusan Menteri Daam Negeri Nomor 174 Tahun
2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang
Daerah;

Peraturan Menteri Pekegaan Umum Nomor
11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan
Substansi Dalam Penclapan Kancangan peraturan
Dacrah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Dan Hencana Tata Ruang Wilavah
Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya; dan

Peraturan Mentern  Pekerjaan  Umum  Nomor
16/PRT /M /2009 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 533 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Momor P.55/Menhut-11/2011 tentang Tata Cara
Permohonan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu
Pada Hutan Tanaman Rakvat dalam Hutan
Tanaman Industri:
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63. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.
643/ menhut-11/2011, tentang perubahan_ kawalsarf
hutan menjadi bukan kawasan hutan di Provinsi
Benghkulu;

64. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
Dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA

RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2012-
2032.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

chven Bk e

=]

10.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Provinsi adalah Provins: Bengkulu.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.

Daerah adalah Kabupaten Lebong.

kKepala Daerah adalah Bupati Lebong.

Kabupaten adalah Kabupaten Lebong yang merupakan bagian dari
wilayah Provinsi Bengkulu,

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang
udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,

tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan kehidupannya.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
Jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendulung
kegiatan sosial ckonomi masyarakal yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah

yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
miang untuk fungsi budi daya,
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Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan lata rtuang adalah suatu proses untuk menentukan
struktur ruang danpola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan
rencana tata raang.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang
dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan
dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan
tertib tata ruang.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut
RTREW HKabupaten Lebong, adalah arahan kebijakan dan strateg
pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lebong.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan
pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna
mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun
waktu 20 (dua puluh) tahun.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran
kebijakan penataan mang ke dalam langkah-langkah pencapaian
tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan
rencana struktur dan pola rmuang wilayah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang
mencakup sistemn perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan
kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan janngan
prasarana  wilayah  kabupaten yang  dikembangkan untuk
mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani _keg_natan
skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem
jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem
jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah I:mlu bendungan
atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem janngan prasarana
lainnya.

Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana
susunan kawasan perkotaan scbagai pusat kegiatan di dalam wilayah
kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana
yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi
fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten. .
Wilayah sungai adalah kesatnan wilayah pengelolaan sumber daya air
dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil
vang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km32, e
Rencana pola ruang wilayah kabupaten -Eldﬂ!ﬂh rencana distribusi
peruntukan ruang wilayah kabupaten yang mclijpuu pcnlmmlmn ruang
untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir
masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun
mendatang.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah amhag
pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan po
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Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Wi]..'!_'!,-'.ﬂh kabupaten adalah
ketentuan-ketentuan ynng  dibuat  atau  disusun dalam upaya
alike 1L uang wilavah kabupaten agar ScSUd
menvendalikan pemanbuatan riang 3 pa
dunr:-.m WTRW Kabupaten vang berbentuk ketentuan umum p::lraturan
zonnsi, ketentuan perizinan, ketentuan insentil dan disinsentif, serta
arnhan sankst untuk wilaynh kabupaten,
Ketenluan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan
umum vang mengalur  pemanfoatan  ruang cddan runsurrpnﬁuq
pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikas
peruniukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW F{ahup;m:n.-
Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh
setiap pihak sebelum melakukan kegintan pemanfaatan ruang, yang
digunakan sebapai alat dalam melaksanakan pembangunansesual
dengan rencana tala ruang,
Ketentuan insentil dan disinsentif adalah peranpgkat atau upaya untuk
memberikan  imbalan terhadap pelaksanaan  kegiatan yang sejalan
denpan rencana tata ruang dan juga perangkalt untuk mencegah,
mcmbatasi pertumbuhban, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan
dengan rencana tala ruang,
Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bag siapa =aja
vang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang.
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geograbs beserta
sepenap  unsur  lerkait  yang  batas  dan  sistemnya  ditentukan
berdasarkan aspek administratifl danfatau aspek fungsional.
Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi davya,
Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan denpan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam dan sumber daya hualan.
Kawasan hutan adalal wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau
ditetapkan oleh  Pemerintah  untuk  dipertahankan keberadaannya
sehagai hutan tetap,
Kawasan hutan lindung adalah kawasan hulan yang memiliki sifat khas
yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sckitarnya
maupun bawahannya schagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan
erost, serta pemehharaan kesuburan tanah.
Taman Hasimml‘ adalah perlindungan alam meliputi daerah luas, tanpa
adanya tempat tinggal dan biasanya berfungsi untuk tempat rekreasi,
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Capar Alnm adaloh suntu dacrah hutan suaka alam yang diterapkan
gsebapii  dacrinh perlindungan bagi  keadaan  alamnya yang khas,
termuaksud Mors, funn dan Bktor abiotik yang perfu dilindungi untuk
kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Capar Alam adalah suntu doerall hutan suaks alam yang diteraphan
sebopod  daerah perlindunpgan bagi keadaan  alamnya  yang khas,
termaksud Mora, fauna dan faktor abiotik yang perlu dilindungi untuk
kepentmgan ilmu pengelanhuan dan kebudayann.

Hutan  Sunka  Alam  adalaly kawasan hutan  yang diperuntukkan
terkhusus untuk perlindungan alam hayati dan manfaat-manfaat lain.
Kawnsan resapan air adalalh knwasan yang mempunyal kemampuan
tinger untuk meresapkan air hujan sehingga  merupakan  tempat
pengisinn air bumi (agquiler) yang berguna sebagai sumber air.

Sempadan sunpai adalabh kowasan  sepanjang Kin-kanan sungai,
termasuk sunpgai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyaj
manfaat penting untuk memperiahankan kelestarian fungsi sungai.
Sempadan danau/waduk adalah sepanjang kiri-kanansungai termasuk
sungi buatan, Yang mempunyai manfaatpenting untuk
mempertahankan kelestarian fungsidanau /waduk.

Kawasan Rawan Bencanaadalah wilayah yang jangka waktu tertentu
tidak mampu mengurangs dampak buruk dari suatu bahaya (geologis,
hidrologis, biclogis, peografis, sosial buodaya, politik, ekonomi dan
teknalogi), atau wilayah vang rentan terhadap perubahan yvang merusak.
Rawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya
alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

Hawasan permukiman adalah bapian dard lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, balk berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan
vang berfungsi sebapai lingkungan tempat tinggal atau lingkunsan
hunian dan tempat kegialan yang mendukung perikehidupan dan
penphidupan.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kepiatan utama
scbagal tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan  distribusi
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah vang diperuntukan
bagi kepgiatan usaha pertambanpandan energi, Secara
mempunyal polensi bahan tambang dan energi.

Kawasan Perkcbunan adalab wilayah yang diperuntukan bagi kesiatan
usaha Perkebunan.

Kawasan lertanian Tanaman Pangan wilayah yang diperuntukan bap
kegiatan usaha Tanaman Pangan,

Kawasan Pending Zone adalah kawasan yang meliputi kawasan
kecamatan Padang Bano dan segala kegiatannya menunggu ketetapan
hulum,

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnyva dischut PKL adalah kawasan
perkolaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten
atau beberapa kecamatan,

Pusal Kegialan Lokal Promosi yang selanjulnya disebut PKLp adalah
kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PEL.

ckonomis
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Pusal Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah
kawasan perkolnan  yang perfungsi untuk melayani kegiatan skala
kecamatan atau beberapa desa.

Pusal Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat FPPL adalah
pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar
desa.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan
perkotaan  yang berfungs:  untuk melayani  kegiatan skala
kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Rawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan  karcna mempunyai pengaruh  sangal penting dalam
lingkup kabupaten/kota terhadap ckonomi, sosial, budaya danj/atau
lingkungan.

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnys
diprioritaskan  karena mempunyai pengaruh  sangat penting sccara
nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara, ckonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk
wilayah vang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam
lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/fataun
lingkungan.

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam
lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau
lingkungan.

Masvarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk
masyvarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan
non-pemerintah lain dalam penataan ruang.

Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses
perencanaan  tata ruang, pemaniaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang,

lzin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan
pemanfaatan ruang,

lein lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk
memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal
vang berlaku pula sebaga izin pemindahan hak, dan untuk
menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman
modalnya.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut
BKPRD sdalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung
pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang di Kabupaten Lebong dan mempunyai fungsi membantu tugas
Bupati dalam koordinasi penatsan ruang di dacrah,

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut
BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung
pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang di Kabupaten Lebong dan mempunyai fungsi membantu tugas
Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
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Pasal 2

RTRW Kabupaten berfungsi scbagai

a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka FPanjang

Daerah (RPRJPD] dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD),
b. acuan dalam pemanfaatan ruang/ pengembangan .
qeuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah

wilayah kabupaten;

kabupaten;

d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten;

e, pedoman penyusunan rencana finci tata ruang kabupaten;

{ dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan
wilayah kabupaten;

acuan dalam administrasi pertanahan; dan

7=

h. acuan pembangunan seluruh sektor.

Paszal 3

(1) Wilayah Kabupaten Lebong mencakup kurang lebih 253.215 [dua ratus
lima puluh tiga ribu dua ratus lema belas) hektar.
{2) Batas-batas wilayah Kabupaten Lebong mecliputi:
2. sebelah Utara herbatasan dengan Provinsi Jambi;
b. sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera
aelatan;
¢. schelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Benglkulu Utara; dan
d. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong,
(3] Lingkup wilavah schagaimana dimaksud pada ayat (1] meliputs:
a. HKecamatan Rimbo Penpadang dengan luas kurang lebih 13.748 (tiga
belas rbu tujuh ratus empat puluh delapan] hektar;
b. Kecamatan Topos kurang lebih 22.867 (dua puluh dua ribu delapan
ratus enam puluh tujuh| hektar;

€. Kecamatan Lebong Selatan kurang lebih 28.529 (dua puluh delapan
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sibu lima ratus dua pulul sembilan) hektar;

d. Kecamatan Bingin Kuning kurang lebih 10. 1649 (sepuluh ribu seratus

enam puluh sembilan] hektar;

e. Kecamatan Lebong Tengah kurang lebih 11.780 (sebelas ribu tujuh

ratus delapan puluhj hektar;

[ Kecamatan Lebong Sakti kurang lehih 5.692 (lima ribu enam ratus

sembilan puluh dua) hektar;
Kecamatan Lebong Alas kurang lebih 3.004 (tiga ribu empat]
furang lebih 3.273 (tiga nibu dua ratus tujuh

hektar,

o

h. Kecamatan Pelabal

puluh tiga} hektarg
i Kecamatan Lebong Utara kurang [ebih 3.529 (tiga ribu lima ratus

dua puluh sembilan) hektar;
Kecamatan Uram Jaya kurang lebih 7.676 (tujuh ribu enam ratus

tujuh puluh enam) hektar;

k. Kecamatan Pinang Belapis kurang lebih 61.947 (enam puluh satu
ribu sembilan ratus empat puluh tujuhj hektar;

1. Kecamatan Amen kurang lebih 1.675 (seribu enam ratus tujuh puluh
lima) hektar, dan

m. Kecamatan Padang Bano kurang lebih 79.317 {tujuh puluh Sembilan

ribu tiga ratus tujuh belas) hektar.
{4) Luas Kawasan Pending Zone yang terdapat diwilayah Kecamatan adalah

seluas 61.047 (enam puluh ribu emapat puluh tujuh) hektar

Pasal 4

Materi muatan RTRW Kabupaten ini meliputi :

a, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;

o

rencana struktur ruang;

$

rencana pola ruang;

=R

- penetapan kawasan strategis;
e. arahan pemanfaatan ruang; dan

arahan pengendalian pemanfaatan ruang,
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BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

WILAYAH KABUPATEN

Baginn Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Penataan ruang Kabupaten Lebong bertujuan mewujudkan Kabupaten

Lebong sebagai lumbung pangan dan energl yang berwawasar lingkungan

menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, berbudaya dan merata.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Lebong, meliputi:

a. peninpkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan
budaya ke seluruh wilayah kabupaten;

b. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup, serta
pengurangan risiko bencana alam;

c. pengoptimalan pemanfaatan ruang kawasan budi daya sesual dengan
daya dukung dan daya tampung lingkungan;

d. peningkatan produktivitas selctor-sektor unggulan sesuai dengan daya
dulkung lahan;

c. peningkatan peluang investasi di bidang pertambangan dan energi
dalam rangka dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian
wilayah; dan

[. pengentasan kemiskinan di kawasan tertinggal di Kecamatan Pinang

Belapis dan Kecamatan Topos.
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Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

(1) Strategi untuk peningkatan aksesibilitas dan pemecrataan pelayanan

sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 hurul a, meliputi:

-

membukaketerisolasian wilayah Kecamatan Pinang Belapis dan
Kecamatan Topos melalul pembangunan jalan tembus;

membangun, meningkatkan, dan memelihara kualitas jaringan

transportasi ke seluruh bagian wilayah kabupaten;

mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan
sumber energl baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas
Jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;

menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomimeliputi fasilitas
kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, olahraga, pemerintahan di
Kabupaten Lebong; dan

melestarikan situs warisan budaya, meliputi rumah adat, keramat,
tradisi, dan peninggalan zaman koelonial seperti tambang,

(2] Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan
hidup, serta pengurangan risiko bencana alam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf b, meliputi;

a. mempertahankan kurang lebih 40 (empat puluh) persen luasan

kawasan hutan di Kabupaten Lebong dari luas Kabupaten Lebong;

mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang
telah menurun kualitasnya;

mencegah  perusakan lingkungan hidup lebih lanjut  melalui

penerapan instrumen pengendalian  pemanfaatan ruang secara
sisternatis; dan

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga
kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi risiko bencana.
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(3) Strategi untuk pengoptimalan pemanfaatan ruang kawasan budi daya
sesuad dengandaya dukung dan daya tampung lingkungan schagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

a.

membatasi konversi lahan pertanian irigasi teknis untulk kegiatan
budi daya lainnya;

mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan
produktf;

mengembangkan kawasan budi daya pertanian sesual dengan

kemampuan dan kesesuaian lahannya.

{4) Strategi untuk peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai

dengan daya dukung lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurual

d, meliputi:

a.

memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi
teknis;
diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan

sckior sekunder;

meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui intensifikasi,
ckstensifikasi dan diversifikasi pertanian dengan pengelolaan yang
ramah linglkungan;

meningkatkan produktivitas subsektor peternakan;

meningkatkan produktivitas subscktor perikanan darat dikabupaten
Lebong; dan

mengembangkan  kawasan  agropolitan  untuk  meningkatkan
perekonomian masyarakat.

(9) Strategi untuk peningkatan peluang investasi di bidang pertambangan
dan energi dalam rangka dalam rangka untuk meningkatkan

perckonomian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e,
meliputi:

a.

meningkatkan kualitas informasi dan potensi pertambangan dan
energl; dan

meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang
Investasi.

Dipindai dengan CamScanner



(6] Strategi untuk pengentasan kemiskinan di kawasan tertinggal di

Kecamatan Pinang Belapis dan Kccamatan Topos schagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi:

2 membuka dan meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal ke
pusat pertumbuhan;

b memanfaatkan sumberdaya alam seccara optimal dan berkelanjutan;
dan

¢. mengembangkan sarana dan prasarana produksi untuk menunjang

kegintan ckonomi.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian KHesatu

Umum

Pasal 8

(1) Rencana struktur wilayah kabupaten terdin atas:
a. sistem perkotaan kabupaten; dan
b. sistem jaringan prasarana kabupaten.

(2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelittan
1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan Kabupaten

Pa=zal 9

(1) Sistem perkotaan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf a, adalah merupakan peran dan fungsi setiap kota dalam
pengembangan wilayah keseluruhan dalam lingkup Kabupaten Lebong
vang terdiri atas 3 (tiga) hierarki jenjang.

(2) Sistem perkolaan Kabupaten Lebong meliputi:
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a. PKL yang ditetapkan dalam RTRW provinsi; dan
b. PPK dan PPL yang ditetapkan kabupaten,

(3) Hierarki perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Tubei sebagail PKL;

b. Ketenong |, Embong Panjang, Rimbo Pengadang, dan Padang Bano
sebagai PPK; dan

c. Amen, Bertangur, Taba Baru, Bungin, Ujung Tanjung I, dan Topos
sebagai PPL.

Bagian Hetiga
Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten

Pasal 10

Sistern janingan prasarana kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat [1) hurufl b, meliputi:

a. sistem jaringan transporiasi;

(=

. Sislem jaringan energi;

m

- sistemn jaringan telekomunikasi;

d. sistem jaringan sumber daya air; dan

i

. sistem jaringan prasarana lainnya

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

(1) Sistem jaringan transportasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a berupa sistem jaringan transportasi darat,

(2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:

4. jaringan jalan;

b. jaringan prasarana lalu lintas angloutan jalan: dan
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c. jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan,

(3) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. jaringan jalan provinsi vang berfungsi sebagni kolektor primer 2
meliputi:

1. rencana peningkatan jalan, Kabupaten Lebong ke kabupaten
Merangin Jambi,berpusat di Muara Aman-Desa Sungni Lisni-
Batas Kabupaten Merangin Jambi;

9 rencana peningkatan jalan, Kabupaten Lebong ke Kabupaten
Musi Rawas,berpusat di Kelurahan Rimbo Pengadang, melalui
Desa Tik Sirong-Batas Kabupaten Lebong Musi Rawas;

1, rencana peningkatan jalan Kabupaten Lebong ke Bengkulu
Utara, berpusat di Muara Aman melalui Tubei-Padang Bano; dan

4. rencana  peningkatan  jalan, Kabupaten Lebong ke

KabupatenRejang Lebong, berpusat di  Kelurahan Rimbo

Pengadang, melalui Desa Bioa Sengok,

b. jaringan jalan kabupaten vang berfungsi sebagmi kolektor primer <4
meliputi:

1. ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Lebong dengan

Kabupaten Bengkulu Tengah melalui desa Danau Linng;

2. ruas jalan dari desa Rimbo Pengadangke Danau Tujuh Warna;
dan
3. ruas jalan dari Kabupaten Lebong ke Kabupaten Bengkulu Utuira

di Lebong Tandai melalui desa Ladang Palembang dan Lebong
Sulit.

€. jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai lokal primer
meliputi:

l. ruas jalan Kecamatan Pinang Belapis (desa Seblat Ulu) -
Kecamatan Lebong Utara (desa Lebong Tambang) - Kecamatan
Pelabai [ desa Pelabai) - Kecamatan Padang Bano (desa Kembung);
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2. ruas jalan dari Kecamatan Pelabai (Kelurahan Tanjung Agung|-
Kecamatan Lebong Tengah (Pagar Agung-Danau Liang)-
Kecamatan Lebong Selatan [(kawasan Geothermal dan
DesaMangkurajo] - Kecamatan Rimbo Pengadang (desa Air
Dingin/kawasan Danau Tujuh Warna J; dan

3. pengembangan jalan dari Kecamatan Pinang Belapis | desa Air
Kopras) - Kecamatan Uram Jaya ( desa Embong Uram] -
Kecamatan Lebong Selatan ( Kelurahan Turan Lalang / Kawasan
PLTA Tes I1 }.

d. jembatan yang menghubungkan jalan lingkar kabupaten maupun
jalan lingkar provinsi.

(4) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} huruf b, meliputi:

a. terminal penumpang tipe B terdapat di Kecamatan Amen;dan

b, terminal penumpang tipe C terdapat di Desa Tambang Sawah dan
Ketenong | di Kecamatan Pinang Belapis, Kelurahan Tes di
Kecamatan Lebong Selatan, Kelurahan Topos di Kecamatan Topos,
Kelurahan Rimbo Pengadang di Kecamatan Rimbo Pengadang, dan
Desa Padang Bano Kecamatan Padang Bano,

(5) Jaringan pelayanan lalu lintas anghutan jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] huruf ¢, berupa trayek anglkutan penumpang, meliputi:

a. pengembangan trayek angkutan penumpang dari dan ke terminal
tipe B yang menghubungkan Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten
Benglkulu Utara, Kota Bengkulu, dan Kabupaten lainnya; dan

Pengembangan rute angkutan penumpang darn dan ke beberapa

kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong yang diarahkan ke
terminal tipe B.
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Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

(1) Sistem jaringan energl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b,
meliputi :
a. pembangkil tenaga listrik; dan
b, jaringan transmisi.
(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a,
terdiri atas:
4 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), terdapat di Danau Tes di
Kecamatan Lebong Selatan meliputi PLTA Danan Tes;
L. pembangkit listnk tenaga panas bumi, terdapat di Kecamatan
Lebong Selatan; dan
¢. pengembangan kelistrikan dengan pembangkit listrik tenaga
mikrohidro, terdapat pada sepanjang aliran Sungai Ketahun yang
dikembangkan scbagai pengembangan pembangkit tenaga histnk.
(3} Jaringan transmisi schagaimana dimalksud pada Ayat (1) huruf b terdin
atas:
a. jaringan transmisi (egangan rendah vang melayani Kabupaten
Lebong untuk seluruh kecamatan dan desa; dan
b. jaringan transmisi legangan tinggi yang dipusatkan pada Kecamatan
Lehong Selatan, Kecamatan Lebong Utara, dan Kecamatan Lebong

Tengah.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

(1] Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

huraf ¢, terdin atas :

Dipindai dengan CamScanner



{2

(3}

(1]

(2]

(3)

a. sistem jaringan kabel; dan

b. sistem jaringan satelit.,

Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri atas jaringan kabel untuk melayani telepon rumah atau Public
Switched Telephone Network (PSTN) bagi kebutuhan rumah tangga,
perkantoran dan kegiatan usaha lain oleh perusahaan telekomunikasi
pemerintah.

Sistem jaringan satelit scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb,
berupa Jaringan Nirkabel dengan sistem broadband berupa Jaringan

menara bersama telekomunikasi untuk melayani telepon bergerak atau
telepon seluler.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

Sistem jaringan sumberdaya air scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf d, terdiri atas :

a. sistemn wilayah sungai;

b. waduk, situ, danau, embung; dan

C. sistem jaringan irigasi.

Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri atas:

a. Sungai Ketahun berhulu di Kecamatan Topos dan bermuara di
Samudera Hindia dengan Melintasi Kabupaten Bengkulu Utara;

b. Sungai Seblat berhulu di Kecamatan PinangBelapis dan bermuara di
Samudera Hindia dengan Melintasi Kabupaten Benglulu Utara:

Waduk, situ, dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri atas:

2. waduk dan situ yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air

terdapat di Danau Picung di Kecamatan Pelabai, Danau Blue, Danau
Lupang, Danau Tes di kecamatan Lebong Selatan;
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b. embung yang tersebar di seluruh kecamatan.

(4) Sistem Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

terdin atas:

&

Daerah Irigasi (DI} yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi

meliputi

1. DI Air Santan dengan luas kurang lebih 1.603 (seribu enam ratus
tiga) hektar;

5. DI Air Ketahun dengan luas kurang lebih 2,751 (dua ribu tujuh
ratus lima puluh satu) hektar.

Dacrah Irigasi yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah i,

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

(1] Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf e, terdir atas:

a. sistem jaringan persampahan;

b. sistem jaringan air minum,;

¢. sistem jaringan air limbah;

d. sistem jaringan drainase; dan

€. jalur evakuasi bencana.

(2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdin atas :

a.

meningkatkan upaya pengurangan sampah melalui kegiatan
pembatasan, penggunaan kembali dan pendauran ulang;

perluasan cakupan pelayanan bidang persampahan;

fencana pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di wilayah

Air Kopras di Kecamatan Pinang Belapis dengan sistem sanitary
landfill:dan
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(4]

(3}

(6)

d. peningkatan sarand dan prasarana pendukung pengelolaan

persampahan.

Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, terdini atas:

4. sisten  sambungan langsung (sambungan rumah dan kran
umum /hidran umum| dengan sumber dari PDAM, direncanakan
melavani kawasan perkotaan yang terdiri dari pusat perkantoran,
pusat kegiatan komersial, industri, kawasan kumuh dan masyarakat
berpenghasilan rendah di Kecamatan Lebong Utara, Lebong Selatan,
Lebong Sakti, dan Bingin Kuning;

b. sistem sambungan tidak langsung melalui terminal air dan mobil
tangki dengan sumber dari PDAM, direncanakan melayani kawasan
perkotaan yang tidak terjangkau jaringan air minum; dan

c. sistem jaringan air minum perdesaan perpipaan dan non perpipaan
dengan swadaya masyarakatl dan pam simas.

Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c, terdiri atas:

a. sistem pembuangan limbah domestik kawasan perkotaan, sebagian
diarahkan menggunakan sistem septiktank dengan resapan/ filter,
sebagian dengan septiktank tanpa resapan dengan proses
pengolahan langsung ke dalam Instalasi Pengolahan Limbah Tinja
(IPLT) menggunakan truk tinja; dan

b. sistem pembuangan limbah domestik kawasan perdesaan

menggunakan sistem sanitasi setempat.

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
direncanakan untuk menuju Sungai Ketahun denganmembuat kolam-

kolam penampungan sementara demi mencegah terjadinya erosi karena
curah hujan yvang tinggi.

Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, terdiri atas:
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a. lokasi titk kumpul pengamanart bencana  banjir  terdapatl di

Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamalan

Lebong Selatan dan Kecamatan Rimbo Pengadang;
b lokasi titik kumpul pengamanan beneana longsor terdapat di
Kecamatan LebongUtara, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan
Lebong Selatan dan Kecamatan Rimbo Pengadang; dan
¢, jalur alternatif distribusi bantuan bencana alam untuk Kabupaten
Lebong dan/atau Provinsi Benghkulu dengan meningkatkan jalan
penghubung antar Kabupaten Lebong ke Kabupaten Merangin di
Provinsi Jambi serta Kabupaten Lebong ke Kabupaten Musi Rawas

di Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

(1) Rencana pola ruang wilayah meliputi:
a. kawasan lindung;dan
b. kawasan budi daya.

[2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat
keteliian 1:50.000 scbagaimana tercantum dalam Lampiran [l yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 17

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hurufl a
terdiri atas :

Dipindai dengan CamScanner



a. Kawasan hutan lindung,;

b, Kawasan vang memberikon  perlindunggan terhadap kawasan

bawalinnny:;
Kawasan perlindungan setempat;

d. Kawasan suaka aloum, pelestarinn alam don cagar budaya; dan

e, Kawasan rmwan beneana alam.,

Parmpgraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 18

Kawasan Hutan Lindung seboapnimona dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
hurufl a, meliputi Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Rimbo Pengadang,
Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong
Atas dan Kecamatan Padang Bano dengan luas kurang lebih 21.325 {dua
puluh satu rbu tiga ratus dua puluh lima) hektar,

Paragral 2
Kawasan Yang Memberilnn Perlindungan Terhadap

Kawasan Bawahannya

Pasal 19

Kawasan yang mcmberikan perlindungan terhadap kawnsan bawahannya
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan kawasan
resapan air yang terdapat di Keecamatan Lebong Atas, Lebong Sakti, Padang
Bano dengan luas kurang lebih 20,777 [duna puluh ribu tujuh ratus tajuh
puluh tujuh) hektar.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 20

{1} Kawasan perlindungan setempat scbagnimana dimalksud dalam Pasal 17
huruf ¢, terdiri atas:
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a. Sempadan sungai; dan

b. Sempadan danau fwaduk.

{2) Sempadan sunpai schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas,

meliputs:

a. sempadan sungai Ketahun dengan luas kurang lebih 2.467 (dua ribu
empat ratus cnam pulub tujuh] hektar;

b. sempadan sungai untuk sungai dan anak sungai selain Sungai
Ketahun, dengan luas kurang lebih 7.200 (tujub ribu dua ralus)
hektar; dan

¢. sempadan danau/waduk dengan luas kurang lebih 800 (delapan

ratus] hekiar.

(3] sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku
ketentuan:

a. penctapan paris sempadan sungai tak bertanggul di Tuar kawasan
perkotaan meliputi:

1. sungai besar meliputi sungai yang mempunyai dacrah pengaliran
sungai seluas 500 (limaratus) kilometer persegl atau lebih; dan

2. sungai kecil meliputi sungai yang mempunyai daerah pengaliran
sungai seluas kurang dari 500 (limaratus] kilometer persegi.

b. penetapan paris sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan
perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per raas dengan
mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang
bersangkutan; dan

¢. paris sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan
pada sungai besar ditetapkan selurang-kurangnya 100 (seratus]
meter, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima
puluh) meter dihitung dari tepi sungal pada waktu ditetapkan.

(4) sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat [1) huruf b berlaku
ketentuan 50 (lima puluh) meter dari tepi danau.
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(3)
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Parngrafl 4
Knwasan Suakn Alam, Peleatariann Alnm dan Cagar Budaya

Pasal 21

Rawasan suaka alam, pelestarian alam, don cagar budaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 harul d, terdin atas ;

a.  kawasan cagoar alam, taman wisata alam;

b, kawasan taman nasional;

c.  kawnsan cagar budava

Kawasan cagar alam/ taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada

avat (1] hurufl a di atas yaitu Danau Tes denpan luas kurang lebnh 3.022
(tiga ribu dua puluh dua) hekiar.

Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b
di alas yaitu Taman MNasional Kerinci Seblat dengan luas kurang lebih

140.563(seratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh tiga) hektar,

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ di
atas adalah Keramat Tebo Sam, Keramat Tebo Ukem dengan luas
kurang letnh 2,000 {dua ribu] hektar,

Paragraf 5

Hawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 22

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf e terdir atas;

a. kawasan rawan tanah longsor;
b. kawasan rawan banjir; dan
c. kawasan rawan letusan gunung berapi.

Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi :
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a  Desa Tik Kuto, Kelurahan Rimbo Pengadang, dan Desa Talang Ratu
di Kecnmatan Rimbo Pengadang;

b. Kelurahan Topos, Desa Tik Sirong, dan Desa Talang Donok di
Kecamatan Topos;

c. Desa Sukasar, Desa Kola Donok, dan Desa Mangkurajo di
Kecamatan Lebong Selatan;

d. Desa Seblat Ulu, Desa Tambang Sawah, Desa Ketenong [, dan Desa
Ketenong 1l di Kecamatan Pinang Belapis;

e. Desa Ladang Palembang, Desa Lebong Tambang, Desa Lokasari,

Desa Talang ulu, Desa Gandung, dan Desa Gandung Baru di
Kecamatan Lebong Utara;

f. Desa Tik Tebing di Kecamatan Lebong Atas, dan
g. Desa Tanjung Agung di Kecamatan Pelabai.
(3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruaf b,
meliputi:
Desa Talang Donok di Kecamatan Topos;
Desa Talang Ratu di Kecamatan Rimbo Pengadang;

c. Desa Karang Dapo Bawah, Desa Pungguk Pedaro, Desa Talang
Kerinei, Desa Pelabuhan Talang Leak, Desa Talang Leak I, Desa
Talang Leak 11, dan Desa Bungin di Kecamatan Bingin Kuring;

d. DesaUjung Tanjung I, Desa Ujung Tanjung Il, Desa Magelang Baru,
Desa Taba Seberang, dan Desa Taba Dipoa di Kecamatan Lebong
Sakti.

¢. Desa Tanjung Bungo, Desa Karang Anyar, Desa Semelako, Desa
Talang Sakti, dan Desa Pagar Agung di Kecamatan Lebong Tengah;

. Desa Garut dan Desa Talang Bunut di Kecamatan Amen;

g. Desa Bentanpur, Desa Kota Apung, Desa Embong Uram, Desa Lemeu,
dan Desa Kota Baru di Kecamatan Uram Jaya; dan

. Desa Lebong Donok, Pasar Muara Aman, dan Kelurahan Kampung
Muara Aman di Kecamatan Lebong Utara,
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(4] Kawasan rawan letusan gunung berapi schagnimana dimaksud pada
avat (1) huruf e, terdapat di daerah Huly Lais di Desa Danau Liang serta

Desa Air Putib di Kecamatan Pinang Belapis.

Baglan Ketiga
Kawasan Budl Daya

Pasal 23

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud, terdini atas:

a. kawasan peruntukan pertanian;

o

kawasan peruntukan perikanan;

kawasan peruntukan pertambangan;

B 0

kawnsan peruntukan industrr;
e. kawasan peruntukan pariwisatajdan

. kawasan peruntukan permukiman;

Paragrafl 1
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 24

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

huruf a, terdiri atas:;

a. kawasan perltanian tanaman pangan;
b. kawasan holukultura;

¢. kawasan perkebunan; dan

d. kawasan peternakan.

(2} Kawasan pertanian tanaman pangan secbapaimana dimaksud pada ayat
{1) huruf a, terdapat di seluruh wilayah kabupaten dengan luas wilayah
kurang lebih 10.076 (Sepulub ribu tujuh puluh enam) hektar.

(3] Kawasan hortikultura sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdapatl di Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Lebong Utara,

Kecamatan Lebong Selatan, dan Kecamatan Rimbo Pengadang dengan
luas kurang lebih 411 (empat ratus sebelas) hektar.
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Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
terdapat di seluruh wilayah kabupaten dengan luas kurang lebih 10.397

(sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) hektar,

(5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 4,

meliputi kawasan peternakan sapi, peternakan kambing, dan

peternakan kerbau di seluruh wilayah kabupaten.

(6) kawasan pertanian berkelanjutan meliputi Kecamatan Lebong Utara,

(1)

(2)

(3)

Kecamatan Uram Jaya, Kecamatan Amen, Kecamatan Lebong Sakti dan
Kecamatan Bingin Kuning.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Perilkanan

Pasal 25

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf b, terdiri atas:

a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; dan

b. kawasan peruntukan budi daya perikanan.

Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurul a, meliputi Kecamatan Uram Jaya, Kecamatan Lebong

Selatan, Kecamatan Pinang Belapis, Kecamatan Lebong Tengah,

Kecamatan Pelabai, Kecamatan Lebong Sakti, dan Lebong Utara.
Kawasan peruntukan budi daya perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) burul b, meliputi Kecamatan Uram Jaya, Kecamatan
Lebong Selatan, Kecamatan Pinang Belapis, Kecamatan Lebong Tengah,
Kecamatan Pelabai, Kecamatan Lebong Sakti, dan Lebong Utara.
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(1)

(2]

(3]

(4)

(5)

(6]

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 26
Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf ¢ terdiri atas:
a. pertambangan mineral logam;
b. pertambangan mincral bukan logam;
c. pertambangan batubara;
d. pertambangan batuan; dan
e. pertambangan panas bumi.
Pertambangan mineral logam sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Selatan,
dan Kecamatan Pinang Belapis.
Pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi Kecamatan Lebong Sakti dengan luas kurang lebih
125 {seratus dua puluh lima] hektar.
Pertambangan batubara logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ berlokasi di Kecamatan Padang Bano dan Kecamatan Pinang
Belapis.
Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf d
meliputi Kecamatan Rimbao Pengadang, Kecamatan Topos, Kecamatan
Lebong Sakt, Kecamatan Pelabai, Kecamatan Lebong Selatan, dan
Kecamatan Pinang Belapis dengan luas kurang lebih 4.614 (empat ribu
enam ratus empat belas) hektar,
Pertambangan panas bumi secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
meliputi Gedang Hulu Lais, Tambang Sawah, dan Bukit Daun.
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Paragraf 4
EKawasan Peruntukan Industri

Pasal 27

(1) Kawasan peruntukan industri scbagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf d, merupakan kawasan peruntukan industri kecil berupa industri
pengonlahan jeruk dan industri pengeringan ikan.

{2) Kawasan peruntukan industr kecil sebagaimana dimaksud pada ayal
(1), meliputi Kecamatan Pinang Beclapis, Kecamatan Lebong Selatan,
Kecamatan Rimbo Pengadang, dan Kecamatan Topos.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 28

{1} Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

hurul e berupa kawasan peruntukan wisata alam dan cagar budaya.

(2} Kawasan peruntukan panwisata wisata alam dan cagar budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Lebong
Utara, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Pelabai, Kecamatan Uram
Jaya dan Kecamatan Pinang Berlapis, Kecamalan Lebong Tengah,
Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong
Selatan, Kecamatan Rimbo Pengadang, dan Kecamatan Topos.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 29

(1} Kawasan peruntulan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 huruf f terdin atas -

a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan;dan
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b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

(2] Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1Jhuruf a meliputi Kecamatan Pelabai, Recamatan Lebong,

Atas, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Amen, kecamatan Lebong,

Tengah, dan Kecamatan Lebong Selatan.,

(3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan scbagaimana dimaksud
pada Ayat [1Jhuruf b tersebar di seluruh kecamatan.

BABV
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 30

(1) Kawasan strategis terdini atas:
a. Kawasan strategis nasional;
b. Kawasan strategis provinsi; dan
c. Kawasan strategis kabupaten
(2] Rencana kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tngkat keteliian 1:50.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Kawasan strategis nasional yang terdapat di  Kabupaten Lebong
schagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huraf a berupa kawasan
Taman Nasional Kerinei Seblat yang merupakan kawasan strategis dari

sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 32

Kawasan strategis provinsi yang terdapat di Kabupaten Lebong sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat {1] huruf b berupa meliputi KawasanTaman
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Konservasi Nasional yang merupakan kawasan  strategis dard sudut

kepentingan fungsi dan daya dulang lingkungan hidup.

Pasal 33

(1} Kawasan strategis kabupaten vang terdapat di Kabupaten Lebong
schagnimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1] huruf ¢, meliputi:

a. kawasan stratepis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekanomi;

b. kawasan strategis dar sudul kepentingan pendayapunaan sumber

daya alam dan/atau teknologi; dan
c. kawasan strategis dar sudut kepentingan flungsi dan daya dukung
lingkungan hidup.
(2] Kawasan stratepis dari sudut kepentngan pertumbuhan  ekonomas
schagnimana dimaksud pada avat (1) hurufl a, mehpula:
a. kawasan jasa pelayanan perkotaan meliputi Kecamatan Pelabat
Kecamatan Lebong Atas, dan Kecamatan Lebong Utara;

b. kawasan perdagangan mehputi Kecamatan Amen, Kecamatan
Lebong Utara, dan Kecamatan Lebong Tengaly;

c. kawasan pertanian meliput Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan
Uram Jaya, Kecamatan Amen,Kecamatan Lebong Sakti dan

Kecamatan Bingin Kuning;

d. kawasan perkebunan meliputi Kecamatan Rimbo Pengadang,
Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Tengah dan Kecomatan

Padang Bano; dan

¢. kawasan pariwisata meliputi Kecamatan Rimbo Pengadang,

Kecamatan Lebong Selatan dan Kecamatan Pinang Belapis.

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya
alam dan/atau teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b
terdir] atasKawasan Pusat penyedisan energi baru dan terbaharukan
meliputi Kecamatan Lebong Selatan, Lebong Tenpah, Kecamatan Topos,

Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Utarn dan Kecamatan
Pinang Belapis.
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(1)

2]

(3]

kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi

seluruh kecamatan di Kabupaten Lebong.

EAB V1
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 34

Pemanfaatan ruang wilayvah kabupaten berpedoman pada rencana
struktur ruang dan pola ruang.

Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui
penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta
perkiraan pendanaannya.

Perkirnan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat |2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan
yang ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pendanaan program pemaniaatan ruang bersumber dar Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.

Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner



(1)

(2]

(1]

(2]

BAE VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang  wilayah kabupaten
digunakan  sebagmi acuan dalam  pelaksanaan pengendalian

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdin atas :
a. ketentuan umum peralburan ZONAasi;

b. kelentuan perizinan;

c. ketentuan insentil dan disinsentil; dan

d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 37

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2] huruf a dipunakan sebagai pedoman

bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas |

a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
b. Ketentuan urmum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya;

¢. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lahan pertanian

berkelanjutan; dan

d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan schkitar sistem

prasarana nasional dan wilayah, terdin atas ;
l. Kawasan sckitar prasarana transportasi;

2. Kawasan seldtar prasarana energi;
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3. Kawasan sekitar prasarana lelekomunikast;
4. Kawasan sckitar prasarana sumber daya air; dan

5. Kawasan perbatasan antar wilayah kabupaten.

(3] Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam

(1]

(2)

(L]

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah 1ni.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 38

lzin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuail

dengan kewenangannya.

Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten
Lebong, terdin atas :

a. izin prmsip,

b. izin lokasi;

¢. izin pengunaan pemanfaatan tanah;
d. izin pengpunaan lahan perairan;

e. izin pemanfaatan kawasan/lahan pertanian berelanjuan;

f. izin usaha perikanan;
g. izin usaha pengelolaan dan pengusahaan burung walet;
h, izin pengambilan dan pemanfaatan tanah;

L1}

izin mendirikan bangunan;
J- izin gangguan HO [hinder ordinate};
k. izin pembangunan menara telekomunikasi;

. izin reklamasi;
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(2]

(1]

(2}

(3)

(1]

(2]

m. izin usaha perdagangan; dan
n. izin kerja keruk.

Mekanisme perizinan schagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a
sampai  dengan  m, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

dan/atau Keputusan Bupati,

Bagian Keempat
KetentuanInsentif dan Disinsentif

Pasal 40
Ketentuan insentil dan disinsentil sebagaimana dimaksuddalam Pasal
40 ayat (1) huruf asampai dengan m,merupakan acuan bagi pemerintah
daerah dalam penecrapan insentil dan pengenaan disinsentif.
Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesual dengan rencana
strukiur ruang, rencana pola ruang dan ketentuan umum peraturan

zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Disinsentif dikenakanterhadap pemaniaatan ruang yang perlu dicegah,
dibatasi atau dikurangl keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam

Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Penerapan insentil dan pengenaan disinsentil dalam pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada perizinan

skala kecil/individual sesuai peraturan gonasi dan perizinan skala

besar/kawasan.
Penerapan insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan cleh instansi

yang berwenang.

Pasal 42

(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 ayat (2) dalam bentuk:
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a. keringanan pajak, pemberinn kompensasi, subsidi silang, sewa
ruang, dan urun saham;
b. pembangunan serta pengadaan infrastrukiurg
c. kemudahan prosedur perizinan dan/atau
d. pembenan penghargaan.
(2} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur

dengan Peraturan Bupat.

Pasal 43

(1] Disinsentif vang diberikan kepada masyarakat schagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 avat (3] dalam bentuk:
a, Pengenaan pajak vang tinggi; dan
b, Pembatasan penyediaan infrastruktur.

(2] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentil diatur

dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 44

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37ayat (2) huruf d
merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi

administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang,
(2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
a, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur
ruang dan pola ruang,
b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan RTRW kabupaten;

d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang
yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
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e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang vang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;

[, pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang
oleh peraturan  perundang-undangan dinyatakan scbagai milik
umum; dan/atau

g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur

vang tidak benar.

Pasal 45

(1} Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (2]
huruf a, huruf b, huruf d, hurufl e, huruf f, dan huruf g dikenakan
sanksi administratil berupa :

Peringatan tertulis;

Penghentian sementara kegiatan;

Penghentian sementara pelayanan umum;

BN g

Penutupan lokasi,
Pencabutan izin;
Pembatalan izin;
Pembongharan bangunan;

Pemulihan fungsi ruang; dan/atau

Fo|mo& D

Denda administratif.

[
H

(2] Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf ¢
dikenakan sanksi administratif berupa

Peringatan tertulis

=

Penghentian sementara kegiatan,

Penghentian sementara pelayanan umum;

o P

Penutupan lokasi;
e. Pembongkaran bangunan;
f. Pemulihan fungsi ruang; danfatau

g. Denda administratif,
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disentif
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana lala ruang
yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 47

(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan Kerja sama antar

wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 48

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat

mempunyai hak:

a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang;

b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;

¢. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai
akibat dari penataan ruang;
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d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai

aldbat pelaksanaan kepiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana

tata ruang;

. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan

mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 49

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

4. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan;

dan
¢. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 50

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dengan
mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-
aturan penataan ruang yang ditetapkan sesual dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat
secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan
faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan
struktur Pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang

yang serasi, selaras dan seimbang,
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Bagian Ketiga
Peran Masyaranknat

Pasal 51

peran masyarakal dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
a. perencanaan ala ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan

¢, pengendalian pemanfaatan roang.

Pasal 52

Bentuk peran masyarakat dalam perencapaan tala ruang schagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 hurafl a, berupa:
a. masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana tata rnang
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau

kawasan,;
4_ perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penctapan rencana tata ruang,

b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama

unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang,

Pasal 53

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan  ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama

unsur masyarakat dalam peman faatan rang;
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kegiatan memanfaatkan ruang vang sesuni dengan kearifan lokal dan

rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

peningkatan efisicnsi, efektivitns, dan keserasian dalam pemanfaatan
riang darat, raang laat, muang udara dan ruang di dalam bumi dengan
memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan
sumber daya alam; dan

kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan rang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 hurufl ¢, dapat berupa:

a.

masukan terkait arahan danfatau peraturan zonasi, pernzinan,

pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

 keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana

tata ruang yang telah ditetapkan;

pelaporan kepada instansi dan/fatau pejabat yang berwenang dalam hal
menemukan dugaan penyimpangan atau  pelanggaran  kegiatan
pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah

ditetapkan; dan

. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang

terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata

ruang.

Pasal 55

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara

langsung dan/atau tertulis,
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(2) Peran masyarnkal schagnimann cimaksud pada ayat (1), dapat

disampaikan kepada Bupati,
(3 Pernn masyarakat schapgaimans dimalksud pada ayat (1) juga dapat

disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 56

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah
membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat

diakses dengan mudah eleh masyarakat,

Pasal 57

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

(1) Jangka waktu RTRW kabupaten berlaku untuk 20 {dua puluh) Tahun
dan dapat ditinjau kembali 1 (satu] kali dalam (lima) tahun.

(2) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Lebong dilengkap dengan
Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Album FPeta
vang merupakan hagian yvang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah

ini.

(3] Rencana Detail Tata Ruang (ROTR) kawasan perkotaan ditetapkan di:

PKL Tubei Kecamatan Pelabai;

PPK Ketenong | Kecamatan Pinang Belapis;

PPK Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah;

PPK Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang; dan

m A 0 T B

PPK Padang Bano Kecamatan Padang Bano.
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d. Pcmanl'aamn ruang yang sesuai dengan kelentuan peraturan daerah

ini, agar dipercepat untuk mendapatkan zin yang diperfukan.,

BAB BXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

ppabila terjadi perubahan yang berkaitan dengan ketentuan luas kawasan

putan yang ada di Kabupaten Lebong, Peraturan Daerah ini mengacu pada

gurat Kepulusan Menteri Kehutanan yang lerbaru.

Pasal 61

Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai

pelaksanaanya selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
a, memerintahkan pengundangan Peraturan

Apar setiap orang mengetahuiny
dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah ini dengan pencmpatanmya
Lebong.

Diterapkan di Tubei
pada tanggal 20 Desember 2012

Diundangkan di i
i Tubel
Pada tanggal Descmber 2012

BEKRET KABUPATEN LEBONG

H. ARBAIN AMALUD
DIN ~
EEMEHH.&N DAERAH [{ﬁBUPﬁTEN LEBONG TAl UM 2012
OMOR _ ,
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